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RUANG LINGKUP PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATANDAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

A. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
DENGAN KEBIJAKANPEMERINTAH PUSAT

B. PRINSIP PENYUSUNAN APBD

C. KEBIJAKAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH
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3) Kebijakan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Lain-lain pendapatan asli
daerah yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah,
dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas:

a) hasil penjualan badan milik daerah yang tidak dipisahkan;
b) hasil kerja sama daerah;
c) jasa giro;
d) hasil pengelolaan dana bergulir;
e) pendapatan bunga;
f) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
g) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-

menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk
penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank,
penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya
merupakan pendapatan daerah;

h) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
i) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
j) pendapatan denda pajak daerah;
k) pendapatan denda retribusi daerah;
l) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
m) pendapatan dari pengembalian;
n) pendapatan dari badan layanan umum daerah, yang hanya digunakan untuk mencatat

pendapatan dari badan layanan umum daerah yang bukan merupakan objek retribusi
sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor
35 Tahun 2023;

o) pendapatan hasil pengelolaan dana abadi daerah; dan
p) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Kebijakan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan.
a) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal
daerah.

b) kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan Tahun Anggaran 2024 memperhatikan nilai
kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat
ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka
waktu tertentu, antara lain:
(1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu

tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai
perusahaan daerah yang mendapatkan investasi
Pemerintah Daerah;

(2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil
investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu
tertentu;

(3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu
tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang
bersangkutan;

(4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu
dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung
dari investasi yang bersangkutan; dan/atau

(5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat
dari investasi Pemerintah Daerah;

sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang 
-undangan.
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BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

(a) Pemerintah Daerah menganggarkan pengembangan
kompetensi SDM Aparatur, antara lain:

i. beasiswa pendidikan bagi PNS dapat dianggarkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

ii. peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan
atau kegiatan sejenis, uji kompetensi dalam rangka
sertifikasi kompetensi bagi setiap ASN (jabatan pimpinan
tinggi, jabatan administrasi, jabatan fungsional), pimpinan
dan anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
dengan memperhatikan:
i) diprioritaskan pelaksanaannya pada masing- masing

wilayah provinsi/kabupaten/kota yangbersangkutan.
ii) dalam hal pelaksanaannya di luar wilayah

provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan, dilakukan
secara selektif sepanjang terdapat kebutuhan atau
terbatasnya kapasitas sumber daya serta lembaga
pengembangan SDM yang kompeten.

A. Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran
untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka
pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah
Daerah dimaksud, paling sedikit 0,34% (nol koma tiga
puluh empat persen) dari total belanja daerah bagi
Pemerintah Daerah provinsi dan paling sedikit 0,16% (nol
koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi
Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Alokasi anggaran
tersebut diluar belanja pegawai dan belanja
pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur
penunjang dibidang pendidikan dan pelatihan dan
diarahkan hanya untuk berbagai program pengembangan
kompetensi dan uji kompetensi.
Dalam hal besaran alokasi anggaran dalam APBD tahun
sebelumnya untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN
yang telah melebihi 0,34% (nol koma tiga puluh empat
persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah
Daerah provinsi dan yang telah melebihi 0,16% (nol
koma enam belas persen) dari total belanja daerah
bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah
Daerah tidak diperkenankan mengurangi besaran
persentase alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan
dimaksud dan alokasi TA sebelumnya.
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a. Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan kerja sama,
antara lain:
1). meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah dapat
mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan
efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Kerja sama dapat dilakukan oleh daerah dengan:
a) daerah lain;
b) pihak ketiga; dan/atau

c) lembaga atau Pemerintah Daerah di luar negeri/di dalam negeri
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

2). dapat membentuk asosiasi untuk mendukung kerja sama antar 
daerah;
3). dapat membentuk sekretariat kerja sama yang dianggarkan dalam
bentuk belanja hibah di masing-masing Pemerintah Daerah yang
bekerja sama;
4). pemetaan dan pengintegrasian kerja sama ke dalam dokumen
perencanaan penganggaran daerah dengan pembiayaannya yang
bersumber dari APBD;

Dengan berpedoman pada Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 
tentang Kerja Sama Daerah, Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 
2020 tentang Tata Cara Kerja Sama 
Daerah DenganDaerah Lain dan Kerja
Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
25 Tahun 2020 tentang TataCara Kerja 
Sama Daerah dengan Pemerintah 
Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama
Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri;



TENTANG
KERJASAMA DAERAH

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK 
INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 20202016 TENTANG TATA 
CARA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN DAN 

KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA



TERIMA KASIH
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